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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga

perlu peningkatan pembangunan dengan tujuan menopang kesejahteraan
masyarakat scbagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat bahwa tujuan

Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk memajukan kepentingan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, Kedamaian abadi dan kedamaian untuk berpartisipasi
dalam keadilan sosial. Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara wajib memelihara anak-anak
miskin dan terlantar”. Artinya, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung

jawab untuk merawat anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesejahteraan Sosial merupakan judul

khusus dalam Bab XIV, Pasal 33 tentang Sistem Perckonomian, tentang
Kepedulian Nasional Terhadap Kelompok Rentan (Anak Miskin dan Diabaikan)
dan Sistem Jaminan Sosial. Berisi pasal-pasal, a pasal ini memiliki hubungan
kausalitas atau sebab-akibat, artinya baik buruknya Perekonomian Nasional

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesejahteraan rakyatnya. Ini berarti

Kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari sistem ekonomi dan sosial




Indonesia. Artinya Indonesia sebenarnya adalah negara yang menganut konsep
“welfare state”. Kami menyediakan agen layanan) dan perawatan.lam Negara
hukum, Negara tersebut tidak hanya melindungi Hak Asasi Manusia tapi lebih
jauh dari itu mengutamakan terjaminnya Hak-Hak Sosial Ekonomi rakyat.

nak terlantar merupakan anak yang tidak mendapatkan hak sebagai anak dari
orangtuanya dan atau orangtuanya tidak mampu melaksanakan kewajibannya
sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Permasalahan anak terlantar
disebabkan oleh berapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dapat saling

memberikan perhatian dan perlindungan sesama anggota keluarga.

S

Faktor Pendidikan
Pendidikan memberikan peran penting untuk berkembangan anak dalam
menentukan masa depan yang akan dipilih, hanya saja banyak stigma
masyarakat ekonomi rendah menganggap bahwa pendidikan tidaklah lebih
penting dari pekerjaan. Faktor Sosial, Politik Dan Ekonomi
3. aktor Kelahiran Diluar Nikah
Kelahiran anak yang tidak dikehendaki mayoritas akan ditelantarkan oleh
orangtuanya, penelantaran ini dapat berupa pembuangan bahkan penitipan
ke sebuah panti asuhan.
Menurut Gunawan dalam Putro, R. D., & Sutarto, J. (2015:129). Balai

rehabilitasi social merupakan sebuah lembaga sosial, yang berfungsi:

1. Memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya




2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk membentuk suatu sistem
pengendalian sosial (social control), yaitu suatu sistem pemantauan
masyarakat terhadap perilaku anggotanya . Peran pemerintah untuk
bertanggungjawab memberikan hak anak terlantar tentu sangat
diharapkan, bagaimana tindakan pemerintah untuk mengayomi anak
terlantar sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya, mendapatkan
pendidikan yang layak dan hak mendapatkan perlindungan merupakan
tugas besar yang harus segera diselesaikan. ak anak untuk dapat
sejahtera telah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana telah
tercantum dalam UU No 4 Pasal 2 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak :

1. Anak berhak untuk dirawat, dirawat, diasuh dan dibimbing dalam kasih

sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat

tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan keterampilan dan
kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsanya agar

menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan baik dalam kandungan

maupun setelah melahirkan.

4. Anak berhak untuk melindungi lingkungan yang secara wajar dapat

mempengaruhi atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam




UU tersebut telah dijelaskan hak-hak apa saja yang wajib diberikan untuk
memenuhi kesejahteraan anak, begitupun anak terlantar yang sangat
membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah. Tidak hanya tercantum
dalam UU saja, tetapi kebijakan pemerintah dalam menangani anak terlantar
harus lebih diperhatikan, karena jarang sekali anak terlantar mendapatkan

perhatian dan program pemerintah yang menyentuh langsung.

Sebagian besar kegiatan anak-anak terlantar di jalanan adalah mengemis dan
mengangkat tangan kepada setiap orang yang datang. Lebih buruk lagi, banyak
orang berada di tempat-tempat berbahaya atau mengganggu ketertiban umum,
seperti B. lampu lalu lintas, trotoar, dll. Karena anak terabaikan di Mataram pada
umumnya adalah pendatang dari pemerintah SeNTB, maka lonjakan anak
terabaikan di NTB umumnya disadari oleh masyarakat umum di berbagai bidang
masalah ekonomi dan NTB.Ada beberapa penyebab, seperti kekurangan

Aparat sckolah menganggap keberadaan anak jalanan sebagai anak putus
sekolah. Oleh karena itu, prinsip tindakan adalah dengan menempatkan anak
jalanan di fasilitas pelatihan bagi anak tus sekolah. Selain itu, layanan ini juga
memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk mengikuti pembelajaran
paket A, B, C, dan tes kesetaraan. Selain itu, layanan ini juga menyediakan
sejumlah besar sumber daya di berbagai disiplin ilmu untuk pelaksanaan PKBM
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kedua, kesejahteraan masyarakat B.
Dinas Sosial Kota Mataram tidak memiliki pedoman khusus dalam menangani

anak jalanan. Anak jalanan umumnya dianggap sebagai bagian dari anak terlantar,

sehingga orang tuanya juga termasuk dalam kategori anak terlantar. Anak-anak




terlantar diperlakukan atas dasar keluarga, komunitas dan institusional. (Sumber:
Hasil Penelitian Pusdatin Kemensos, 2011).

Berikut adalah data jumlah anak terlantar yang berada di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, antara lain :

OPD
No Parameter Sumber
2019
Data
1 2 6 7 8 9
Data Anak Dinas
II 6.635 5.128 5.128 3.886
Terlantar Sosial
1 | Kota Mataram 540 316 268 239
2 | Lombok Barat 784 621 633 520
3 | Lombok Tengah 1574 1214 1260 910
4 | Lombok Timur 2112 1871 1841 1605
5 | Lombok Utara 300 178 113 65
6 | Sumbawa Barat 85 17 41 21
7 | Sumbawa 205 144 165 135
8 | Dompu 435 89 208 72
9 | Bima 475 365 294 138
10 | Kota Bima 125 313 305 181




Berdasasrkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul
peneilitian “ Pengawasan Dinas Sosial Provinsi NTB Dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Social Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun

2020°.

g Rumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimana Pengawasan Dinas Social Provinsi NTB Dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Social Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun 2020 ?
1.2 juan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini yaitu :
Untuk Mengetahui Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Provinsi

NTB Dalam Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Dikota
Mataram

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang

ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :
1.3.1 Manfaat Peraktis

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di kota mataram

2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan

bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak terlantar.




132 anfaat Teoritis
Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan
wawasan bagi perkembangan I[lmu Pemerintahan khususnya terkait dengan
Rehabilitasig)sial Mengenai Anak Terlantar di Indonesia pada umumnya.
36

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti

selanjutnya.
133 Manfaat Akademis
Salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu Illmu

Pemerintahan (S.IP) Pada Fakultas [lmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram tahun 2022.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan
penelitian dan dapat menyempurnakan teori yang digunakan untuk memvalidasi
penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencari
informasi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan,
baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. ain itu, penulis juga
mencari informasi dari buku-buku, disertasi dan esai untuk mendapatkan judul-

judul teori yang dijadikan landasan teori ilmiah.

3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1. | Nama Peneliti dan Tahun | Nizar Fickiansyah (2016)

Judul Evaluasi Proses [|Tahapan Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Panti

Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender
Metode Penelitian Kualitatif

Hasil Penelitian Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan
rehabilitasi sosial di Panti Asuhan Klendel
Putrautama 1 dilaksanakan sesuai standar

yang telah ditetapkan oleh panti asuhan. Ada




tujuh fase yang dimulai dengan pendekatan
pertama, penerimaan, evaluasi, pembinaan
dan bimbingan. Penilaian penulis terhadap
delapan metrik tersebut menunjukkan bahwa
kualitas  keberhasilan =~ dalam  tahap

rehabilitasi sosial di fasilitas ini adalah baik.

Persamaan dan

Perbedaan

Persamaan: Keduanya membahas
rehabilitasi sosial untuk anak terlantar
Selisih : Penelitian ini berfokus pada tahap
pelaksanaan rehabilitasi sosial di panti

asuhan dan pelayanan kepada anak terlantar.

Nama Peneliti dan Tahun

Sinabutar, A. M., & Setianingsih, E. L.

(2017)

Judul

Pengawasan Terhadap Penanganan Anak
Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan

Olahraga Di Kota Semarang

Metode Penelitian

Kualitatif

Hasil Penelitian

Penelitian ~ ini  menunjukkan  bahwa
pencapaian program pengobatan tersebut
belum dapat berjalan dengan maksimal, oleh
karena itu diperlukan Kerjasama antar

instansi terkait.




Persamaan dan

Perbedaan

Persamaan: Sama-sama menangani
pengasuhan anak terlantar/anak jalanan
dengan kesejahteraan sosial Perbedaan:
Studi ini membahas kurangnya kerjasama
antara program pengobatan suboptimal dan

otoritas.

Nama peneliti dan Tahun

Putro,R. D., & Sutarto, J. (2015)

Judul Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan
Orang Terlantar Dibalai Rehabilitasi Sosial
“Samekto Karti” Pemalang

Metode Penelitian Teknik awancara, Observasi, dan
Dokumentasi

Hasil Penelitian Studi ini menunjukkan bahwa

pengembangan PGOT  secara umum
memiliki beberapa fase. Yaitu,
pengungkapan dan pemahaman masalah,
dan perencanaan program pelayanan.
Kendala ng paling mendasar adalah

kurangnya fasilitas dan program serta

sumber daya manusia yang tidak memadai.

Persamaan dan perbedaan

Persamaan : sama-sama membahas tentang

Anak Terlantar




Perbedaan : Dalam penelitian ini penulis
membahas tentang perencanaan program
dan pelayanan serta faktor penghambat

pelayanan.

Nama Peneliti dan Tahun | Falaq, Y., Rachman, M., & Suyahmo, S.
(2016)

Judul Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban
Trafficking Pada Balai Rehabilitasi Sosial
Sunu Ngesti Tomo Jepara

Metode Penelitian Kualitatif

sil Penelitian Pelaksanaan program kinerja rehabilitasi
sosial meliputi tahapan pendekatan,
penilaian, perencanaan kinerja, dan
pelaksanaan kinerja, yang dituangkan dalam
bentuk pembinaan jasmani dan kesehatan
melalui olahraga.

Persamaan dan | Persamaan: Penelitian ini membahas hal

Perbedaan yang sama fentang rehabilitasi sosial anak.
Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada
implementasi, bimbingan, dan keterampilan.

Nama Peneliti dan Tahun | Widyasari, 1. (2016).




Judul Pusat Rechabilitasi Perlindungan Sosial
Remaja (BPRSR) Analisis penerapan model
manajemen pelayanan dalam pelaksanaan

program rehabilitasi sosial anak di

Yogyakarta
Metode Kualitatif
Hasil Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa belum

ada model manajemen pelayanan khusus
yang diterapkan oleh BPRSR Yogyakarta
ialah hambatan pada sumber daya manusia

serta saran dan prasarana.

Persamaan dan | Persamaan: Dalam penelitian ini, keduanya
Perbedaan membahas tentang rehabilitasi sosial bagi
anak. Perbedaan: Penelitian ini

mendeskripsikan layanan spesifik yang
diterapkan oleh BPRSP Yogyakarta, serta
model implementasi dan penerapan yang

diadopsi.

Pertama, Nizar Fickiansyah (2016) melakukan “Ewvaluasi Proses |
Ptolautama 1 Tahap Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Panti Asuhan Klendel”.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial di

Panti Asuhan Anak Ptolautama 1 Klendel dilakukan sesuai standar yang




ditetapkan oleh panti asuhan. Ada tujuh fase yang dimulai dengan pendekatan
pertama, penerimaan, evaluasi, pembinaan dan bimbingan, distribusi, bimbingan
lebih lanjut dan penghentian. Dari hasil penilaian yang dilakukan, penulis dapat
menggunakan delapan metrik untuk memaknai bahwa kualitas keberhasilan dalam
tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial di fasilitas ini adalah baik. Hanya
dibutuhkan 9 pekerja sosial lagi setelah pemberitahuan ketersediaan. Panti asuhan
kemudian melayani anak-anak terlantar dengan menyediakan berbagai jenis
fasilitas dan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia untuk anak-anak
terlantar yang tinggal di panti asuhan.Saya berusaha semaksimal mungkin.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan teknik scoring.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi
observasional, dan studi dokumenter. Dalam metode pemilihan informan, kami
menggunakan metode sampling dengan jumlah informan sebanyak lima orang.

Teori yang digunakan adalah teori evaluasi.

Kedua, Sinabutar, A.M. Dan Setianingsih, E.L. Survei yang dilakukan

oleh (2017). Judulnya “Masalah Sosial Kota Semarang, Pengawasan Penanganan
Anak Jalanan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa: Kinerja program pengobatan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan
kerjasama dan saling terbuka antar organisasi terkait, bukan ego. Dalam penelitian

ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan, peristiwa lokal dan

dokumen dari dinas sosial, pemuda dan olahraga kota Semarang digunakan




sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara,

dokumentasi, dan observasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putro, R. D., & Sutarto, J.
(2015). Dengan judul ‘mbinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar
Dibalai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang *“.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada umumnya Pembinaan PGOT ada beberapa tahap yaitu:

pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah; perencanaan program

pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pasca pelayanan.

Kendala yang paling mendasar adalah kurangnya sarana dan prasarana,

dan talent yang belum memadai, dan faktor pendukungnya adalah adanya
kerjasama antar departemen yang mendukung proses coaching. Metode
wawancara, metode pengumpulan data dengan servasi dan dokumentasi.
Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan teknik.
Metode analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Subyek survei ini adalah lima penerima manfaat, dua pelatih sebagai
informan utama, dan kepala Balai sebagai informan tambahan.

Keempat, Falag, Y., Rachman, M. , Dan Suyahmo, S. Survei yang
dilakukan pada (16). “Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban trafficking di
Panti Sosial SunuNgesti Tomo Jepara. Hasil penelitian: 1) Timeline dan
implementasi kasus pertama klien untuk melaksanakan program pelayanan
rehabilitasi sosial. Lebih banyak pendamp.ing roll. 2) Bentuk dan konsep
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pelayanan berupa pembinaan jasmani dan kesehatan melalui olahraga,

pemeriksaan kesehatan berkala, bimbingan mental dan ceramah, bimbingan sosial




melalui terapi kelompok, dan konseling keterampilan. tercermin dalam perubahan

perilaku korban, yang terwujud dalam bentuk interaksi sosial yang baik dan juga
rchabilitasi dengan realisasi diri.Ada kepercayaan dan kepercayaan pada orang
lain untuk klien, dan kepercayaan dalam perspektif ri konstruksi sosial, berarti
kinerja rehabilitasi Kegiatan sosial yang dilakukan sepenuhnya diinternalisasikan
oleh klien.

%nclitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber data
utamanya adalah peristiwa dari orang dalam (perdagangan dan korban anak
pekerja sosial), dokumen yang relevan, dan observasi. Teknologi gumpulan
data dengan metode wawancara dengan pedoman wawancara, metode observasi
dengan lembar observasi, metode dokumen dengan survei beberapa dokumen dari
kesejahteraan sosial dan pusat rehabilitasi. Periksa keabsahan data Anda
menggunakan sumber data, alat temu kembali data, dan metode triangulasi

sumber teoritis. Teknik analisis data menggunakan versi jarak tempuh (akuisisi

data, reduksi data, tampilan data, dan validasi data).

Kelima, Widyasari, I. Sebuah studi yang dilakukan oleh (2016). Judulnya
“Analisis Penerapan Model Manajemen Pelayanan Dalam Pelaksanaan Program
Rehabilitasi Sosial Anak Di Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Remaja (BPRSR)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRSR
Yogyakarta tidak menerapkan model manajemen pelayanan tertentu. Studi
menunjukkan bahwa BPRSR Yogyakarta cenderung mengadopsi model segitiga
layanan ketika melaksanakan program rehabilitasi sosial untuk anak. Hambatan

penerapan model manajemen pelayanan BPRSR Yogyakarta adalah hambatan




sumber daya manusia, konsultasi dan infrastruktur. Di sisi lain, penerapan model
manajemen pelayanan di BPRSR Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan,
antara lain adanya aturan dan prosedur yang baku, ketersediaan dana anggaran,
dan adanya formulir pendukung. Survei ini merupakan survei kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik perolehan data dilakukan dengan menggunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan
identifika; informan, triangulasi sumber, dan sampling target untuk teknik
22

validasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles

Huberman.

2.2. Landasan Teori

22.1 Definisi Pengawasan
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa
tujuan organisasi dan administrasi tercapai. Hal ini mengacu pada kesempatan

untuk melakukan kegiatan seperti yang direncanakan berdasarkan petunjuk yang

diberikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Menurut Ockler, dikutip Handoko dalam (Wisnu Arya Pamungkas,
2021:10), ia menetapkan elemen kunci dari proses pengawasan: standar
implementasi dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan

umpan balik, dan fakta.Menjelaskan upaya sistematis untuk membuat

perbandingan. - Aktivitas dunia terhadap standar yang diberikan.

Menurut Sarwoto (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10), pengawasan adalah
kegiatan seorang administrator yang berusaha untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan rencana atau hasil yang diinginkan yang ditetapkan oleh dana.




Manullang memberikan definisi, suatu proses untuk memutuskan pekerjaan sesuai

dengan rencana semula. Menurut Situmorang (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10),
definisi sutradara adalah menguji bahwa semua rencana dibuat dengan instruksi
yang digariskan, menemukan kelemahan dan kekurangan secara sekilas (Wisnu
Arya Pamungkas, 2021:10). Untuk memperbaikinya dan mencegah kekambuhan.
Pengawasan adalah pemberian pengertian dan kesadaran kepada pihak
yang diberi tugas agar dilakukan secara tepat dan akurat g:ngan menggunakan
berbagai sumber daya yang tersedia, dan segala kesalahan atau yirnpangan

yang justru dapat mengakibatkan kerugian. Bagi lembaga atau organisasi yang

terlibat (Makmur: 2011:176).

222, Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Makmur (2011: 176), ada tiga tipe direktur.

A. Pemantavan awal (pengendalian kemudi). Kontrol ini dirancang tuk
mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target dan
memperbaikinya sebelum aktivitas tertentu dilakukan.

B. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (pengelolaan
simultan). Pemantauan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jenis
pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu memenuhi aspek-aspek
tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan, atau merupakan semacam alat
"pemeriksaan ganda" yang menjamin terdeteksinya suatu alaksanaan suatu

kegiatan.

C. Pemantauan umpan balik adalah pemantauan yang mengukur hasil dari suatu




kegiatan tertentu yang diselesaikan. Menurut Handayaningrat, pengawasan
adalah proses dimana seorang pemimpin ingin mengetahui hasil dari suatu
pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, arah,
tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Melihat dari tipetipe pengawasan tersebut maka pengawasan terhadap suatu
kegiatan sangat perlu dilakukan untuk menjadikan hask akhirnya sesuai
dengan keinginan bersama.

223 Maksud dan Tujuan pengawasan
Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat yang dikutip

Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12) yaitu:

a. Pencegahan dan koreksi kesalahan, penyimpangan, pelanggaran pelaksanaan

yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang telah ditetapkan.

b. Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana

yang diberikan tercapai secara efisien dan berhasil.

224 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayaningrat yang dikutip Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12)
mengemukakan Definisi Pengawasan bahwa:
a.ngawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum.
b. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran, menurut peraturan
perundangundangan yang erlaku, berorientasi terhadap kebenaran dalam

pelaksanaan pekerjaan

¢. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.




d. Pengawasan harus didasarkan pada standar yang obyektif, menyeluruh dan
akurat.

e. Pemantauan jalur terus menerus

f. Hasil pemantauan harus dapat memberikan umpan balik untuk implementasi,

perencanaan, dan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

225 Rehabilitasi Sosial
2.2.5.1 Definisi rehabilitasi
Dilihat dari arti kata, ia berasal dari bahasa Inggris, rehabilitasi. Rehabilitasi
berarti mendapatkan kembali kemampuan yang pernah Anda miliki karena Anda
harus kehilangan kemampuan untuk menggunakan kemampuan yang hilang
dalam bencana. Itu akan dikembalikan ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum
bencana. Oleh karena itu, rchabilitasi sama dengan sebelumnya, repair

(perbaikan/perbaikan), legal repair atas nama, pembaharuan.

Rehabilitasi sosial yang biasa disebut RESOS dapat didefinisikan sebagai

kegiatan yang ditujukan untuk pemulihan dan pemulihan kondisi fisik, mental,
dan sosial, seperti: B. Meningkatkan rasa percaya diri sehingga dapat berinteraksi
dalam lingkungan sosial. Menurut Sri Yuni (2008:9), rehabilitasi sosial adalah
“serangkaian spesialisasi yang ditujukan untuk memecahkan masalah,
memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial, serta menjalankan fungsi sosial

yang sesuai. Ini adalah suatu “kegiatan”.

Seperti yang ditunjukkan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial (2006: 6),

“Semua layanan dan rehabilitasi kesejahteraan ditujukan untuk mendapatkan




kembali kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk

diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Untuk membantu
masyarakat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama dan

sosial budaya serta berkeinginan untuk memperoleh kembali kemampuannya

dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan baik”

b. Fungsi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi  sosial mempunyai fungsi dalam kegiatan yang
dilaksanakannya. Fungsi-fungsi ini memainkan peran yang berguna dalam
kegiatan rehabilitasi. Seperti yang diungkapkan Hanafi Dahlan (2008: 2122),

rehabilitasi sosial memiliki fungsi utama.

A. Pencegahan, yaitu pencegahan terjadinya masalah kesejahteraan,
pencegahan berkembangnya atau meluasnya masalah kesejahteraan dalam
kehidupan masyarakat, dan pencegahan terulangnya masalah

kesejahteraan yang terjadi pada individu, keluarga, dan masyarakat.

B. Sebagai rehabilitasi, suatu proses refungsionalisasi dan pembangunan
yang memungkinkan penyandang masalah sosial dapat menjalankan

fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

C. Pembangunan yang merupakan fungsi yang mencakup tiga ciri utama:
meningkatkan tingkat kesejahteraan, menyebarkan gek ganda pada
lingkungan sosial keluarga dan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran

dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. ..




D. Dukungan, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan nasional,

memiliki implikasi penting sebagai salah satu penentu keberhasilan

program intra-scktoral dan inter-scktoral.

Departemen Sosial (2007: 35-36) juga mengungkapkan fungsi rehabilitasi

sosial sebagai berikut:

a.

d.

ResponsifiTanggap darurat

Ini merupakan fungsi darurat pelayanan kesejahteraan anak bagi AMPK
(anak berkebutuhan khusus) yang terjadi di sekitar panti asuhan. Fitur ini
menjadikan organisasi sosial sebagai hak pertama yang menyelamatkan
anak-anak dengan memberikan bantuan darurat baik untuk alasan

kesehatan maupun tempat penampungan sementara dan keadaan darurat

lainnya.

Pencegahan / Pencegahan Fungsi preventif dimaksudkan untuk mencegah
berkembangnya kasus-kasus AMPK, mencegah berkembangnya kasus-
kasus tersebut, dan menarik perhatian anak-anak yang sudah
membutuhkan perlindungan khusus.

Perlindungan / perlindungan Fungsi perlindungan memberikan
perlindungan bagi anak-anak yang mungkin melarikan diriri situasi
yang memerlukan perlindungan khusus, dan memberikan perlindungan
terhadap insiden yang mereka hadapi, baik sendiri di panti asuhan atau

bekerja sama dengan pihak lain.

Rehabilitasi / Rehabilitasi




222 Anak Terlantar
a. Definisi anak terlantar menurut para ahli:

Menurut ltcr A Friedlander (1982:45), anak terlantar memiliki kondisi
keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis, dengan
dukungan ri sumber-sumber yang ada di masyarakat.Anak yang tidak mendapat

pengasuhan minimal dari orang tuanya karena ia membutuhkannya. . Sebagai

sumber dukungan pengganti.

Menurut Howard Dubowitz (2000:10), anak terlantar dipahami sebagai
bentuk kelalaian pengasuhan anak yang menimbulkan risiko bagi anak. Orang tua
sebagai orang tua (parents of parent ) tidak bertanggung jawab tuk memenuhi
kebutuhan anaknya. Pengabaian anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan

orang tua, tetapi juga karena faktor lain seperti perceraian orang tua dan pekerjaan

orang tua

Ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut :

= Laki -laki atau perempuan berusia 5-18 tahun

= Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua

* Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar

= Anak yang terlahirdari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak

mendapatkan pendidikan.




undang-undang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tidak. 27 Tahun
1984 memiliki beberapa ciri atau ciri anak terlantar.

1 Anak berusia 518 tahun (laki-laki/perempuan)

Tidak ada bapak karena meninggal (yatim), atau karena meninggal karena
tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi secara ekonomi atau
melanjutkan didikan dasar.

3 Orang tua sakit dan tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap.
Penghasilan tidak tetap, sangat rendah dan tidak mampu membiayai
pendidikan anak.

4 Orang tua yang tidak memiliki rumah tetap, baik rumah sendiri maupun rumah
sewa.

5 Tidak ada ibu dan ayah (yatim) atau saudara kandung. Juga, tidak ada yang
menjamin kelangsungan pendidikan di tingkat dasar kehidupan seorang anak.

6 Kebutuhan dasar tidak terpenuhi

7 Tidak ada anak yang lahir dari perkosaan yang mengasuhnya dan tidak

dididik.




23. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Pengawasan Dinas Sosial
Provinsi NTB

Steering Control
t—Pengawasam tertradap

penyimpangan
2. Pegawasan terhadap
standar kegiatan

Dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial
terhadap anak terlantar
di kota mataram

Concurrent controls

—Pengawasanterhadap———

proes pelaksanaan

Pengawasan umpan balik
Evatuasi hasil kegiatan

Sumber: Makmur (2011:176)




231 eﬁnisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan masalah variabel yang digunakan
sebagai pedoman dalam penelitian, dan sebenarnya membuatnya lebih mudah
untuk dikerjakan. Definisi konseptual ditetapkan dalam kaitannya dengan apa

yang sedang dipelajari untuk memahami banyak teori yang ada dalam penelitian

ini dan untuk memudahkan interpretasinya.

Oleh karena itu, untuk memahami banyak teori yang ada dalam penelitian
ini dan untuk memudahkan interpretasinya, peneliti enentukan dan memilih
teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori
peneliti. Usulan tersebut antara lain dibahas secara cermat sebagai berikut:

Menurut Makmur (2011: 176), ada tiga tipe direktur.

A. Pemantauan awal (pengendalian kemudi). Kontrol ini dirancang tuk
mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target dan
memperbaikinya sebelum aktivitas tertentu dilakukan.

B. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan
(pengelolaan simultan). Pemantauan ini dilakukan selama kegiatan
berlangsung. Jenis pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu
memenuhi aspek-aspek tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan,
atau merupakan semacam alat "pemeriksaan ganda" yang menjamin
terdeteksinya suatu laksanaan suatu kegiatan.

C. Pemantauan umpan balik adalah pemantauan yang mengukur hasil dari

suatu kegiatan tertentu yang diselesaikan. Menurut Handayaningrat,




pengawasan adalah proses dimana seorang pemimpin ingin mengetahui
hasil dari suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai
dengan rencana, arah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.
3.2 Definisi Oprasional
Definisi operasional adalah aspek-aspek penelitian yang memberikan

informasi kepada peneliti mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Adapun

variable-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

Table 2.2 Definisi Oprasional

No Variable Indikator
1 | Steering Control 1. Pengawasan terhadap
penyimpangan

2. Pengawasan terhadap sandar

kegiatan

2 | Concurrent Control Pengawasan terhadap proses

pelaksanaan

3 | Pengawasan Umpan Balik Evaluasi hasil kegiatan




1.1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif terutama untuk
peneliti, untuk tujuan pengambilan sampel sumber data, dan untuk penelitian gaya
bola salju, untuk menyelidiki keadaan objek alami (bukan eksperimen).Ini adalah
penelitian post-positivis. metode yang digunakan untuk. Teknik analisis data
triangulasi (gabungan), induktif, atau alitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi. Metode survei deskriptif adalah model survei yang engambil
sampel dari populasi dan menggunakan survei karena data dikumpulkan dan
informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan survei. Penelitian
deskriptif juga menggunakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan

informasi tentang keadaan gejala yang ada, yaitu keadaan gejala pada saat

penelitian dilakukan

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah di
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu penelitian akan

dilaksanakan setelah keluarnya surat izin penelitian dari pihak kampus Universitas

Muhammadiyah Mataram.

13 Pemilihan Narasumber/Responden

Pengumpulan data survei dilakukan melalui wawancara mendalam dengan
menggunakan informan sebagai sumber data. Keputusan informan didasarkan

pada metode sampling yang ditargetkan, yaitu metode pengambilan sampel yang




bertujuan untuk memperoleh data yang akurat oleh orang yang dipilih yang

memahami subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:85), seorang informan

tidak hanya dapat memberikan peneliti informasi tentang sesuatu, tetapi juga

menunjukkan sumber-sumber yang mendukung b;kti dan memberikan akses
7

kepada  sumber-sumber  yang relevan. Adapun yang  menjadi

informan/narasumber dalam penelitian ini, anatara lain:

Table 3.1
Narasumber
No Jabatan Jumlah
1 | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB 1 Orang
2 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1 Orang
3 | Kepala Seksi Anak Terantar 1 Orang
4 | Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial 1 Orang
5 | Anak Terlantar 2 Orang
Jumlah 5 Orang

Sumber: diolah oleh peneliti




1.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan
oleh seorang peneliti atau subjek data. Data primer kadang-kadang disebut
sebagai data primer. Pengumpulan mber data kunci melalui wawancara dan
observasi partisipan merupakan hasil upaya yang memadukan antara melihat,
mendengar, dan bertanya (Moleong,2010: 3) .
Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan

mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah,

jurnal penelitian, literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

23 gekmk Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data,
tergantung pada jenis dan klasifikasi sumbernya.
23.1 Teknik Observasi
Teknik penulisan karya ilmiah dengan mengamati secara langsung subjek
penelitian, mencatat semua gejala yang ditemukan di lapangan, dan melengkapi
data-data yang diperlukan sebagai acuan bagi permasalahan peneliti, sumber daya,
kecenderungan, dan struktur birokrasi yang menjadi pedoman.
2.3.2 Teknik interview (wawancara)

Yaitu pedoman teknik penulisan karya ilmiah dengan cara wawancara

mendalam untuk mendapat informasi yang lengkap dan mendalam dari informan.




Investigasi ini dilakukan dengan menanyakan secara langsung dan terbuka kepada
informan atau pihak-pihak terkait yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan

dengan penyidikan, komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan birokrasi.

2.3.3 Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan melalui
teknik dokumentasi yang dapat mendukung data primer. Metode dokumentasi
dapat dilakukan pada perangkat berikut: pedoman dokumentasi merupakan
merupakan alat pengumpulan data melalui dokumen-dokumen untuk memperoleh
catata-catatan atau dokumen yang ada di lokasi peneliti atau sumber-sumber lain

yang relevan dengan objek penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian alitatif dilakukan sebelum memasuki
lapangan, antar lapangan, dan setelah meninggalkan lapangan. Sebelum
membahas berbagai teknik analisis data, Anda dapat menjelaskan terlebih dahulu
pentingnya analisis data. Analisis data melibatkan pengorganisasian data dari
wawancara, catatan, studi lapangan, dan dokumen ke dalam kategori,
memecahnya menjadi unit-unit, mensintesisnya, merakitnya menjadi pola, dan
memilih apa yang penting dan dipelajari.Ini adalah proses kompilasi secara
sistematis. Dan ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh saya dan orang lain
Sugishirono (2014: 244).

Prinsip teknik analisis data adalah ngolah data dan menganalisis data yang

terkumpul secara sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Miles dan

Huberman (2014: 246253) dari Sugishirono mengemukakan bahwa kegiatan




analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga
data jenuh. Kegiatan analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu

dikumpulkan secara cermat dan rinci. Semakin lama seorang peneliti berada di

lapangan, semakin kompleks datanya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data
segera dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, melihat pokok-
pokok pokok, memusatkan perhatian pada pokok-pokok pokok, dan mencari tema
dan pola.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, bagan alir, dan againya. Teks naratif adalah yang
paling umum digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif.
larn hal ini, peneliti dapat membantu dengan menyajikan data dalam format
teks dan menyisipkan tabel atau gambar untuk memperjelas temuan.

c. Gambarsimpulan dan Verivasi

Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dirumuskan

sejak awal, tetapi seperti yang saya katakan,salah dan masalah penelitian
masih bersifat sementara dan berkembang tergantung pada bidang studi, Anda
tidak harus menjawab. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan
yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau

penjelasan objek yang sebelumnya gelap atau kabur, sehingga ketika terungkap

setelah survei menjadi hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB) adalah sebuah Provinsi di Indonesia
yang berada di bagian Barat Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota provinsi ini
berada di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 10 Kabupaten dan 2
Kota, termasuk Kota Mataram. Pada tahun 2020, penduduk Nusa Tenggara Barat
berjumlah 5320092 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa’km2. Pada awal
kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda
Kecil yang beribu kota di Singaraja. Selanjutnya, Kepulauan Sunda Kecil dibagi
menjadi tiga negara bagian: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur. Dua pulau terbesar di negara bagian itu adalah Lombok di barat dan
Sumbawa di timur. Sebagian besar penduduk Lombok adalah Sasak, dan Bima

(Mbojo) dan Sumbawa adalah kelompok etnis terbesar di Sumbawa.
4.12. Kondisi Iklim

Menurut data statistik dari Meteorological Research Institute, suhu
maksimum pada tahun 2001 adalah 309 ° C hingga 32,1 ° C, dan suhu minimum
adalah 20,6 ° C hingga 24,5 ° C. Suhu inggi terjadi pada bulan September dan
suhu terendah terjadi pada bulan November. Kelembaban rata-rata NTB yang

merupakan wilayah tropis relatif tinggi, berkisar antara 48 hingga 95%.




4.1.3 Kondisi Geografis

Ditinjau dari segi kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan

rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Nusa Tenggara Barat Menurut

Kabupaten/Kota

No | Kabupaten / kota Luas area km®>  Persentase

-
1 Lombok barat 105392 523
2 Lombok tengah 1.208, 40 6,00
3 Lombok timur 1.605,55 7.97
4 Sumbawa 6643 98 3297
5 Dompu 232460 1153
6 Bima 438940 2178
7 Sumbawa barat 1.849 02 9,17
8 Lombok utara 809.53 4,02
9  Kota mataram 61,30 0,30
10 Kota bima 207,50 1,03
o Total 20.153 20 10000

Sumber :bappedaNTB

Berikut adalah batas Administrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara

Barat :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores




b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali

4.1.4 Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat kondisi masyarakat
yang berada di Nusa Tenggara Barat mayoritas beragama Islam, dan sisa nya ada
yang beraga Hindu, Kristen, dan Budha. Berikut rincian datanya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No Agama Persentase
1 Islam 96.80%
2 Kristen 0.44%
3 Hindu 2.44%
4 Buddha 0.32%

Sumber : Wikipedia.org

4.2 Profil Dinas Sosial Provinsi NTB

4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Provinsi NTB

Dinas Sosial Provinsi NTB awalnya bernama Dinas Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Perempuan yang diresmikan pada tanggal 8 Juli 2004 oleh Menteri
Sosial RI H. Bachtiar Chamsyah, SE . Kemudian berubah menjadi Dinas Sosial

Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB, yang mengurusi masalah sosial dan




kependudukan dan catatan sipil. Pada Tahun 2016 nama Dinas berubah menjadi
Dinas Sosial Prov. NTB atas dasar atura_n Gubernur No. 50 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Sosial
menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan
daerah Provinsi dan fugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

@nas Sosial Prov. NTB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang
membawahi Sub-bagian Program, Sub-bagian Umum. dan Sub-bagian Keuangan.
Selain itu Dinas Sosial Prov. NTB memiliki 4 Bagian yaitu Bagian lindungan
dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Bidang Pemberdayaan Sosial (Rehsos), Bidang
Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Dinas Sosial Prov. NTB memiliki 236 pegawai termasuk pegawai di Unit
Pelaksana Teknis Daerah. Terdapat 8§ panti yang dibawahi oleh Kementerian
Sosial NTB, yaitu : panti sosial “Mira Adi” untuk pekerja wanita, panti sosial
“Karya Mandiri” untuk pembinaan pemuda, panti sosial “Generasi Harapan”
untuk pengasuhan anak, “ Mandarica “Rumah sosial untuk orang tua,” Sasambo
Matupa “ Rumah Perlindungan Anak dan Permukiman Sosial, Panty Social
Binaka Riya" Madani ", Panty Social Langutusia" Mesiangi ", Panty Social
Binararas "Muhmainna".

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Prov. NTB adalah
Penerbitan Izin Operasional Pendirian &anjsasi Sosial, Penerbitan Izin Orang

Tua Angkat, Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan, Penerbitan Izin

Pengumpulan Uang dan Barang, dan yang terakhir Penerbitan Izin Undian Gratis.




42.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Provinsi NTB

1. Visi
Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang
2. Misi
a. NTB Tangguh dan Mantap Dengan kesiapsiagaan bencana dan
pembangunan infrastruktur serta penguatan konektivitas wilayah
b. NTB Clean And Serve Dengan mentransformasikan okrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN, dan engagement.
c. NTB Sehat Dan Cerdas Melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah. NTB Asri Dan Lestari
Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkemajuan.
d. NTB Sejahtera Dan Mandiri
Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan,
pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan
industrialisasi
e. NTB Aman Dan Berkah

Melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan

penegakan hokum yang berkeadilan.

4.2.3 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB

1. Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi NTB




a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan menetapkan rencana kerja
strategis tahunan untuk kesejahteraan sosial NTB.

b. Membuat materi pembelajaran tentang analisis kerja, evaluasi kerja,
standar kerja, dan keterampilan kerja melalui hasil analisis kerja

c. Pelaksanaan peraturan, petunjuk knis, pedoman, dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik di pusat maupun di daerah

d. Mengembangkan dan menetapkan instruksi dan arahan pelaksanaan

dalam kaitannya dengan misi kesejahteraan sosial negara

°

Mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja baik
laporan bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan kesejahteraan
sosial

f. Meringkas bahan penelitian terstruktur di bidang institusi, struktur
organisasi, departemen dan analisis personalia

Merumuskan bahan kajian penataan di bidang kelembagaan, struktur
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organisasi serta analisis jabatan dan kepegawaian.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Dinas Sosial

Provinsi NTB mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Membuat materi kebijakan Eknis, perencanaan, pembinaan, dan

koordinasi program




Penyusunan materi pembelajaran, analisis tempat kerja, evaluasi tempat
kerja, dan analisis beban kerja

Merencanakan program kesejahteraan sosial dan program kegiatan untuk

memberdayakan masyarakat adat di daerah terpencil yang miskin

. Pengelolaan dan koordinasi program kesejahteraan dan rehabilitasi

sosial

Mengelola dan mengkoordinasikan program-program penguatan
kelembagaan sosial dan bencana

Mengelola dan mengkoordinasikan pelayanan pelayanan kesejahteraan
sosial NTB dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah UPTD
Pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan

sosial

4.2.4. Moto Dan Jenis Pelayanan

Moto :

Melayani Dengan Hati.

Jenis Pelayanan

c.

Penerbitan izin operasional pendirian organinsasi sosial.
Penerbitan izin orang tua asuh

Penerbitan izin untuk memungut biaya

. Penerbitan izin untuk mengumpulkan uang dan barang

Penerbitan izin undian gratis

42.5 Rincian Tugas

1. Kepala




Tugas di bidang dokumentasi kebijakan teknis, perencanaan program, masalah

keuangan dan kegiatan untuk mengelola operasi dan layanan pemerintah,
perlindungan dan keamanan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan

pengelolaan masyarakat miskin, dan ketenagakerjaan, manajemen pelaksanaan

dan data evaluasi.

2. Sekretaris Dinas

Kepegawaian organisasi dan manajemen kesekretariatan, layanan manajemen
umum, manajemen komunikasi, arsip, staf , peralatan, remitansi untuk layanan

kesejahteraan sosial.

3. Sub Bagian Program

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan
penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, serta evaluasi dan

pelaporan program.

4. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.

5. Sub Bagian Umum

Dalam kontrol departemen, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan

aset, kontrol anggaran, dan implementasi protokol.
6. Sub Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial

Menyusun bahan kebijakan teknisrencana program dan kegiatan,
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial, anatara lain sebagai berikut :




a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan planning
acara & kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, penilaian &
pelaporan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Menyiapkan bahan pengambilan kebijakan, penyusunan program
dan perencanaan aksi, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang perlindungan sosial bagi korban bencana
sosial.

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan,menyusun

program dan kegiatan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga.
7. Bidang Pemerdayaan dan Kelembagaan Sosial.

Menyusun bahan kebijakan teknisrencana program dan kegiatan,
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan

Sosial.

a. Seksi Pemerdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan

Kelembagaan.
Di bidang pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat dan
lembaga sosial, menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan,

penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan,

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.




b. Seksi Pemerdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan

Sosial.

Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Uang dan Bantuan Sosial
menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, penyusunan
perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosiaal.
Bagian kepahlawanan dan penyuluhan sosial menyiapkan bahan

untuk pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan
kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan.
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8. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Menyusun bahan kebijakan teknisrencana program dan Kkegiatan,
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi

Sosial

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya

Penyiapan bahan pembuatan kebijakan, perencanaan program dan
kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bagian rehabilitasi sosial dan pencegahan

penyalahgunaan zat penyandang disabilitas.




b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Pedagangan

Orang
Materi disiapkan untuk pembuatan kebijakan, penyusunan

perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bagian Rehabilitasi Sosial

penyandang disabilitas sosial dan korban perdagangan orang.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Departemen Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia menyiapkan bahan

untuk pembuatan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan,

pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

9. Bidang Penanganan Fakir Miskin

_Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan,
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan

Fakir Miskin.

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Menyiapkan bahan pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan
program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan,
penilaian dan pelaporan pada bagian Penanggulangan Miskin
Perkotaan.

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan

Menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, persiapan program
dan perencanaan tindakan, bimbingan, koordinasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di sektor penyalahgunaan lokal.
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c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada bagian menangani orang miskin di negara-negara pesisir dan
pulau-pulau kecil, menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan,
persiapan program dan perencanaan tindakan, bimbingan,

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4.2.6 Struktur Organisasi
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi NTB
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Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB

4.3 Hasil dan Pembahasan




4.3.1. Pengawasan Pendahuluan ( steering controls).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau
penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan
koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu dilakukan. Dalam hal ini Dinas Sosial
Provinsi NTB melakukan pengawasan atau steering controls dengan tujuan untuk
memberikan kehidupan yang layak kepada ana terlantar dengan tujuan mereka
memiliki kesempatan hidup yang sama dengan anak-anak lainnya.%l ini sﬁiras
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dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Lanang Mohammad Saleh, SE. dalam

wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa :

“Sebelumnya kami jelaskan yang dimaksud anak terlantar disini
bukan anak jalanan, sebab di kota mataram pada tahun 2020 menurut
data dinas sosial kota mataram sudah tidak ada lagi anak jalanan di
wilayah kota mataram, namun yang ada anak yang bekerja atau di
pekerjakan di jalan tepatnya di perempatan jalan di tempat wisata dll.
mereka masih melﬁliki tempat tinggal dan tidak hidup di jalanan.
Pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosiwrovinsi terkait anak
terlantar baik di kota mataram maupun di kabupaten/kota lain di
wilayah provinsi ntb adalah sebatas pengaw anak terlantar yang
ada di dalam panti asuhan atau sekarang lebih dikenal dengan lembaga
kesejahteraan sosial anak (lksa) yang mengasuh anak terlantar di
dalam panti maupun dalam asuhan keluarga. jadi yang diawasi adalah
lembaga pengasuhnya, terkait bagaimana sarana dan prasarana dalam
panti , bagaimana sistem pendidikan untuk anak asuhnya, serta
bagaimana kebutuhan dasar anak asuhnya. dengan tetap berkoordinasi
dengan pendamping rehabilitasi sosial anak di kota mataram serta
bidang rehabilitasi sosial pada dinas sosial kota mataram Sedangkan
untuk pengawasan anak terlantar yang di temukan di jalan atau anak

jalanan atau anak (bayi) yang di terlantarkan atau di buang di jalan ,




kami dari dinas sosial provinsi ntb pasti dan selalu berkoordinasi

dengan dinas sosial kabupaten/kota di Provinsi NTB” (sumber:

wawancara tanggal 14 Januari 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan

anak terlantar bukanlah anak yang berada di pinggir jalan maupun di jalanan,

melainkan mereka anak-anak yang berada di panti asuhan atau lembaga sosial

pengasuh anak lainnya. Salah satu cara ang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi
NTB dalam melakukan pengawasan terhadap anak terlantar tersebut dengan cara
memberikan bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak dengan harapan
anak-anak tersebut dapat memiliki kehidupan yang layak. Berikut jumlah anak
terlantar yang telah diberikan pengawasan atau telah berada di Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Provinsi NTB :

Gambar 4.2 Jumlah Panti Sosial Anak / Lksa Beserta Jumlah Anak

Terlantar Yang Terdata Di Nusa Tenggara Barat Per Kabupaten / Kota

Tahun 2020
BIMA ] m2 467 45
DOMPU H T30 134 596
KOTA BMA 26 653 43
KOTA MATARAM 15 601 468
LOMBOK BARAT 36 1314 78 336
LOMBOK TENGAH 98 2199 1325 Ll
LOMBOK, TIMUR 149 5280 512 2058
LOMBOK UTARA ] 369 162 187

SUMBANA 1 ar 23 12

SUMBANA BARAT 6 5] B 9
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak terlantar terbanyak
pada Kabupaten Lombok Timur yaitu 5280 jiwa.

Kesejahteraan Sosial Negara NTB Upaya Memberikan Kesejahteraan
Sosial Pada Anak Terlantar Dinas Sosial Provinsi NTB memiliki program
kesejahteraan sosial yang jelas dalam upaya menangani anak terlantar. Program
layanan ial untuk anak terlantar dapat dibagi menjadi dua bentuk: layanan
kelembagaan dan layanan masyarakat. Layanan kelembagaan dilakukan oleh
lembaga yang berbeda berdasarkan visi dan misinya. Instansi terkait antara lain
anisasi sosial/LSM/yayasan, perusahaan (sebagai bentuk tanggung jawab
sosial dalam dunia usaha), dan organisasi atau lembaga yang bersifat keagamaan,
pendidikan, atau sosial. Pengabdian kepada masyarakat kini dilakukan oleh
kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan juga dapat lakukan oleh berbagai
lembaga di luar masyarakat sebagai penyelenggara bakti sosial masyarakat.
Program kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, baik dalam bentuk bakti
kelembagaan maupun pengabdian masyarakat, dilaksanakan oleh kesejahteraan
sosial dengan mengalihdayakan anak terlantar ke LKSA.

LKSA adalah lembaga yang bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan
sosial untuk memantau anak-anak, termasuk anak terlantar. LKSA menerima data

tentang anak terlantar dari layanan kesejahteraan sosial dan memberikan layanan

kepada anak terlantar. Layanan yang diberikan oleh LKSA adalah layanan




kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di dalam dan di luar panti asuhan

(pengabdian masyarakat).

irnana pelayanan sosial anak terlantar dalam panti merupakan pelayanan
kelembagaan dan pelayanan luar panti merupakan pelayanan dari masyarakat.

a. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Asuhan Kesejahteraan
sosial panti asuhan adalah pola kesejahteraan dan rehabilitasi sosial yang
dilakukan atas dasar fasilitas/kerja, dimana klien bekerja/bekerja di luar rumah
dengan melibatkan masyarakat sekitar yang dapat melakukannya. ti Asuhan
sebagai suatu sistem sosial merupakan salah satu jawaban atas permasalahan anak
terlantar. Di panti asuhan, anak-anak dapat memperoleh kembali dunia mereka
melalui program yang terorganisir. Anak-anak juga diberikan akses pendidikan
yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, mereka diajarkan tentang agama di
panti asuhan dan dapat meningkatkan perilaku dan kebiasaan mereka dengan
memberi mereka pengetahuan agama. Kehadiran pelayanan di nti asubhan dapat
sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak terlantar. Kesejahteraan sosial
bagi anak terlantar di panti asuhan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus.

1) Tujuan Umum Pemenuhan hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

2) Tujuan Khusus Memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar, termasuk
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, perlindungan,
kesetaraan, spiritual dan emosional. Kesempatan untuk mewujudkan rasa man

dan berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial dan proses kehidupan masyarakat.




Kemampuan anak untuk menciptakan kondisi sosial dan menghindari perilaku

sosial yang menyimpang.

Misalnya, layanan LKSA di panti asuhan memberikan sandang, papan,
pendidikan sekolah atau agama, kesempatan bermain dan berteman, dan
kesempatan kembali ke sekolah untuk belajar dan mengembangkan bakat anak
lantar. Yaitu pencegahan, perlindungan, pelayanan, dan sosialisasi.
Berdasarkan cakupan programnya, rincian kesejahteraan sosial bagi anak terlantar
adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Jasmani dan esehatan Pelayanan Jasmani dan Kesehatan adalah
proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan
anak agar dapat berperan sosial. Kegiatan ini dapat dicapai dengan pemberian
makanan, pakaian, kegiatan olahraga, obat-obatan, dan rujukan
pustulosis/rumah sakit yang memenuhi standar gizi. Kegiatan ini dilakukan
oleh perawat yang memiliki keterampilan di bidangnya. Dinas Kesejahteraan
Sosial dan Pelestarian Jiwa Pemerintah Sulawesi Selatan

2. Pelayanan Kesehatan cntal Spiritual dan Mental Pelayanan kesehatan mental
spiritual dan mental adalah pelayanan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-
nilai agama yang dianut dan keyakinan Tobe dalam kehidupan sehari-hari.
Perwujudan umat beragamalah yang dapat menjalankan kehidupan
bermasyarakat dengan cara demikian. Misalnya, mengajari anak mengaji dan
berdoa. Kegiatan ini dilakukan oleh staf panti asuhan atau non panti asuhan

yang memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.




3. Pelayanan sosial Pelayanan Sosial yakni proses pelayanan yang ditujukan

kepada anak agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan
menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh
pelayanan sosial ini yaitu memberikan peluang bagi anak-anak untuk bermain.
Bermain sangat penting bagi mental, emosional dan kesejahteraan anak. Oleh
karena itu, bermain tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak. Kegiatan ini
dilakukan oleh pekerja sosial.

4. Konseling Kualifikasi Konseling Kualifikasi adalah suatu oses pelayanan
yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak
dalam bidang kegiatan ekonomi produktif. Bimbingan keterampilan tidak
hanya mengisi waktu luang suai dengan bakat dan kemampuan anak, tetapi
juga memberikan keterampilan praktis untuk mempersiapkan anak memasuki
dunia kerja dan usahanya saat meninggalkan panti asuhan. Kegiatan ini dapat
dilakukan panti asuhan atau di luar panti asuhan, tergantung disiplinnya.
clatihan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak

4.3.1.1. Pengawasan Terhadap Penyimpingan

Pengawasan Terhadap Penyimpangan merupakan nsep masalah sosial
yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Dengan kata lain, sesuatu dianggap
sebagai masalah sosial karena mempengaruhi hubungan dengan nilai-nilai dan
mengganggu tujuan hidup orang.

Menurut pendapat seseorang yang menetap di panti asuhan bernama Zaenul

mengatakan bahwa:

“beberapa hari yang lalu terdapat seseorang anak panti yang melarikan

diri dari panti dengan alasan tidak nyaman terhadap susana dan




lingkungan sekitar panti ini” (sumber: wawancara pada tanggal 24

Januari 2022)

Menurut pendapat kepala panti Ust. Maman atas peristiwa terjadinya kasus anak

yang keluar dari panti secara tiba-tiba mengatakan bahwa:

“kami dari pihak panti tidak lepas tanggung jawab terhadap seseorang
yang melarikan diri dari panti begitu saja, yang kami lakukan pertama
kali dengan cara menguhubungi sanak saudara jika tidak ditemukan
keberadaan anak tersebut maka kami akan melakukan pencarian
dengan dibantu beberapa apparat kepolisian”. (sumber: wawancara

pada tanggal 24 Januari 2022)

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa pihak panti asuhan tidak serta merta
lepas tanggung jawab atas penyimpangan atau pelangaran yang dilakukan oleh
beberapa anak terlantar, bahkan dari pihak mereka tetap mau bertanggung jawab

atas kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut.

4.3.1.2. Pengawasan Terhadap Standar Kegiatan

Pengawasan terhadap standar kegiatan, yaitu pemantauan yang dilakukan
pada saat yang bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan. Pemantauan scring
disebut sebagai monitor "ya-tidak", kontrol penyaringan, atau "berhenti-terus"
yang dilakukan selama aktivitas. Pemantauan merupakan proses di mana
aspek-aspek tertentu dari prosedur harus terlebih dahulu disetujui atau kondisi

tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan untuk memastikan

keakuratan kinerja kegiatan.




Menurut pendapat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bernama Hj. Gustini

Widijaningsih, S.Sos., M.Pd. mengatakan bahwa:

“Prosedur standar dalam pengawasan terhadap anak terlantar pada
dinas sosial provinsi NTB berkaitan dengan standar prosedur yang
dimiliki oleh dinas sosial kota mataram yaitu koordinasi terkait
rujukan, rekomendasi rujukan anak terlantar jika anak terlantar yang
ditemukan berdomisili di kabupaten/kota diluar kota mataram.
Sedangkan prosedur untuk penanganan anak (bayi) terlantar yaitu
berdasarkan standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementrian
sosial sebagaimana dapat dilihat dalam gambar prosedur penyerahan

anak terlantar” (sumber: wawancara pada tanggal 16 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur
penyerahan anak terlantar sudah sesuai dengan aturan atau ketetapan yang berlaku
pada Dinas Sosial Provinsi NTB dan Dinas Sosial Kota Mataram.




Gambar 4.3 Prosedur Penyerahan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Provinsi

Nusa Tenggara Barat
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB

Pengawasan Terhadap Standar Kegiatan dalam Pendampingan sosial
diartikan scbagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga
Pelaksana/Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam
upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai
sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta
meningkatkan aksebilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar,

lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan sosial




dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke
LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi
atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA
terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk
pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.
432 Concurrent Controls

ncurrem Controls merupakan Pengawasan yang dilakukan selama
kegiatan berlangsung. Jenis pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu
memenuhi aspek-aspek tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan, atau
semacam alat "pemeriksaan ganda" yang menjamin terdeteksinya suatu
pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yaitu H. Ahsanul Khalik S.Sos,. M.H.

mengatakan bahwa:

“Terhadap perilaku anak yang cenderung untuk hidup di jalanan
karena faktor ekonomi atau ditelantarkan oleh orangtuanya sehingga
terpaksa untuk hidup di jalanan, maka kami dari dinas sosial provinsi
NTB juga menyediakan rumah pelindungan yang dikenal dengan
rumah perlindungan trauma center (RPTC) yang disediakan sebagai
rumah singgah, rumah aman, rumah perlindungan sementara untuk
anak atau orang yang memerlukan perlindungan akibat tindak
kekerasan atau orang terlantar, di RPTC selain menyediakan tempat
singgah sementara juga di penuhi kebutuhan akan makan dan minum,
namun itu hanya bersifat sementaﬁampai kalian mendapat rujukan
pemulangan ke keluarga atau ke panti sosial milik pemerintah atau

panti sosial milik masyarakat”




Berdasarkan hasil wawancara terhadap anak terlantar yang berada di salah satu

panti asuhan di kota mataram Bernama Jumawal mengatakan bahwa:

“menetap di panti asuhan ini selain Pendidikan yang diberikan secara
baik, juga kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi” (sumber:

wawancara tanggal 24 Januari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar yang
menetap di panti asuhan cukup terjamin baik dari segi Pendidikan maupun dari
segi kebutuhan sehari-hari. Ini menandakan bahwa di panti asuhan ini sangat

memprioritaskan kebutuhan anak-anak agar mereka merasa nyaman dan aman.

4.3.2.1 Pengawasan Terhadap Proses Pelaksanaan

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan lah suatu proses kegiatan
yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan
atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut pendapat seorang informan bernama Armansyah, A.Ks, MM.

mengatakan:

“Dinas sosial provinsi NTB juga melaksanakan rehabilitasi sosial
termasuk di kota mataram yaitu berupa pemberian bantuan sosial
kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti, dan peran dinas sosial
kota mataram adalah memberikan rekomendasi pada LKSA/panti
asuhan anak di wilayah kota mataram kepada dinas sosial provinsi
NTB untuk mendapatkan bantuan sosial dimaksud” (sumber:

wawancara tanggal 17 Januari 2022)




Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial Provinsi NTB selalu melaksanakan
Rehabilitasi kepada anak terlantar di Kota Mataram. Dinas sosial juga berupaya
semaksimal mungkin dalam memberikan bantuan-bantuan atau arahan panti

asuhan mana saja yang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

4.3.3. Pengawasan Umpan Balik
4.34. Dalam aksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di
Kota Mataram

Penanganan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar
di kota mataram tersebut akukan dengan dua pendekatan yaitu ada yang di
dalam panti dan di luar panti. Namun pada saat ini lebih di utamakan pada dalam
panti salah satunya pada panti asuhan milik pemerintas daerah yaitu salah satunya

merupakan panti sosial nurul Jannah yang berada di ampenan .

Menurut pendapat seseorang Pekerja Sosial bernama Arif mengatakan bahwa:

“dalam, rehabilitasi anak terlantar panti sosial sendiri memiliki cara
agar memulihkan kembali rasa percaya diri, kesadaran, serta tanggung
jawab terhadap masa depan, diri sendiri, keﬁrga, maupun
masyarakat atau lingkungan sosialnya.” (sumber: wawancara pada

tanggal 31 Januari 2022)

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi

sosial terhadap anak terlantar di kota mataram bertujuan untuk mengembalikan

rasa percaya diri serta tanggung jawab terhadap masa depan dirinya, keluarga
maupun masyarakat dan lingkungan sckitar. Kesejahteraan anak terlantar




dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah mendapatkan hak-hak
dasarnya. Ada 10 kriteria hak dasar anak, yaitu:
1. Hak untuk bermain,

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan,

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan,

4. Hak untuk mendapatkan pengakuan,

5. Hak untuk mendapatkan status,

6. Hak untuk mendapatkan makanan,

7. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
8. Hak untuk berkreasi,

9. Hak kesamaan, dan

10. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan
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36
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab 4 tersebut dapat di jelaskan bahwa :

. Munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor
kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis.
. Dinas Sosial Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak
terlantar, antara lain seperti melakukan pendataan terhadap anak terlantar, dan
memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke

LKSA atau panti asuhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan saran

1. kepada dinas sosial provinsi ntb tersebut guna untuk mengembangkan kinerja
dan kapasitas yang ada di sana. Terlebih kepada inas sosial perlu
meningkatkan program dan pelayanan serta tetap bertanggung jawab,
konsisten, terhadap pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar

2. kepada keluarga anak nrlantar diharapkan lebih menyadari hak dasar yang
harus terpenuhi dengancara mencari informasi tyang bermanfaat untuk anak

sekarang dan masa depannya.
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